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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 37 TAHUN 2018
TENTANG
BENTUK, UKURAN, DAN TATA CARA PENGISIAN BLANGKO BUKTI
PELANGGARAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Bentuk, Ukuran, dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti
Pelanggaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012



Menetapkan

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5346);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117
Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor Pm 189 Tahun 2015
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
BENTUK, UKURAN, DAN TATA CARA PENGISIAN BLANGKO
BUKTI PELANGGARAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk
selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas
dan angkutan jalan.

2. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan
Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu
yang ditetapkan.

3. Blangko Tilang adalah format isian Tilang yang
digunakan oleh PPNS di bidang Lalu Lintas dan
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Angkutan Jalan dalam melaksanakan penindakan
pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
kendaraan yang berjalan di atas rel.

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu dan
Angkutan Jalan.

Rekaman Elektronik adalah bukti hasil rekam peralatan
elektronik yang dapat digunakan untuk membuktikan
adanya pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

Bank adalah bank persepsi yang telah ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di
bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Darat.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam
pembuatan dan pengisian blangko bukti pelanggaran.

Pembuatan dan pengisian blangko bukti pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
mewujudkan keseragaman Bentuk, Ukuran, dan Tata
Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.
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Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini

meliputi:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
bentuk dan ukuran blangko tilang;

tata cara pengisian blangko tilang; dan

penindakan  pelanggaran dengan bukti rekaman

elektronik.

BAB II
PENINDAKAN PELANGGARAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

oleh PPNS yang dilaksanakan berdasarkan tata acara

pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:

a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana
ringan; dan

b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak
pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan tertentu.

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas

hasil:

a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan, Terminal, dan Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan Bermotor;

b. laporan; dan/atau

c. rekaman peralatan elektronik.

Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas

pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

Tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) terdiri atas:

a. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak
dapat memperlihatkan bukti dan tanda lulus uji
kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang
diwajibkan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan atau dapat memperlihatkannya tetapi masa
berlakunya sudah kadaluwarsa;

b. tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan
laik jalan, pemuatan kendaraan, dan syarat
penggandengan dengan kendaraan lain;

c. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran
dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan
menurunkan penumpang dan/atau cara memuat
dan membongkar barang;

d. pelanggaran terhadap perizinan angkutan; dan

e. pelanggaran terhadap ketentuan  peruntukan

kendaraan.

Pasal 5

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor oleh PPNS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan di:

a.

jalan, wajib didampingi petugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia; dan
tempat tertentu, yaitu:
1. terminal,
2. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor
(UPPKB);
tempat wisata; dan

tempat keberangkatan.



